
PROVINS 

PERATU 

NO 

I KOTA BAUBAU 
SULAWESI TENGGARA 

N WALI KOTA[BAUBAU 

OR: 10\ TAHUN |2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WAILI KOTA BAUBAU NOMOR 85 
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

Menimbang 

Mengingat 

a. 

d. bahwa berdasarkan perti.m1 
dalam hurdf a, b dan hi 

DENGAN RA 

w. 

bahwa unf 
anggaran be] 
dalam Pasal 
Tahun 202 
Pendapatan 
pergeseran 2 
Kota Baubau Tahun Anggarar 

a. bahwa unty 
keperluan 
Baubau No: 
Mendesak Al 

Pergeseran 

Baubau Tahl 

. bahwa berdasarkan ketentu: 
Peraturan M 

Pedoman Pe 
Pada kondis 
perubahan 
melalui ketel 
pimpinan DF 
mendesak 3 

tingkat nas 
dilakukan 

anggaran/pq 
Daerah tentang Perubahan 

pergeseran ftersebut dilaluk: 
dilaporkan d 

Peraturan 

IMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

LI KOTA BAUBAU, 

uk melaks AN penyesuaian penggunaan 
anja keperluan desak sebagaimana tercantum 

an Wali Kota Baubau Nomor 24 
Cara Pergeseran Anggaran 

Daerah, sehingga dilakukan 
tan dan Belanja Daerah (APBD) 
2023; 

k melaksanakan| pemenuhan anggaran belanja 
mendesak sebagaimana Keputusan Wali Kota 
mor 1045/XI/2023 tentang Penetapan Keadaan 
kibat Tingkat Inflasi Daerah, sehingga dilakukan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

un Anggaran 2023; 

4 ayat (3) Peraf 
1 tentang Tat 

dan Belanja 
Anggaran Pendap 

dalam butir L.F.1.f Lampiran 
enteri Dalam Neggri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 
nyusunan APBD|Tahun Anggaran 2023, bahwa 

tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan 
APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD 

tapan Kepala Daerfah dengan diberitahukan kepada 
'RD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kond.151 
tau perubahan i 
ional atau da 
sebelum peribahan APBD, pergeseran 

ditampung dalam Peraturan 
'BD Tahun Anggaran 2023, jika 

setelah perubahan APBD, 
alam LRA Tahun Anggaran 2023. 

angan sebagaimana dimaksud 
f ¢, perlu ditetapkan dengan 

ali Kota Baubau/|tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan (ah Kota Baubau| Nomor 85 Tahun 2023 tentang 
Perubahan 
Daerah Kotal 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Baubau Tahun 

. Pasal 18 ayat (6) Undang{lindang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 



. Undang-Undapg Nomor 28 Tahuh 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang| Bersih dan Beljas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (. baran Negara ‘ publik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lemb: Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851);|sebagaimana tel : diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas UndangiUndang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 

Tambahan Lertlnbaran Negara Rel ublik Indonesia Nomor 6409); 

. Undang-Undang Nomor 13 T: hun 2001 tentang Pembentukan 
Daerah Kota | Bau-Bau (Lernb| Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4120); 

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lemparan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);|sebagaimana telal diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor ? 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6736); 

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembparan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lemb: Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355),j sebagaimana telgh diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpaj (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor ? 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indanesia Nomor 6736); 

. Undang—Undarng Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawgb Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Taljun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Perencanaan | Pembangunan || Nasional {Lembaran Negara 

004 Nomor 104, Tambahan 
nesia Nomor 442.1); 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

intah Pengganti Undang-Undang 

Undang (Lembaran Negara l#publik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

. Undang-Undang Nomor 30 T: 

Pemerintah (Lembaran Ne; 
2014 Nomor 292, Tambah: 
Indonesia Nomor 5601); sebag: 
terakhir den Undang-Unda 
Penetapan FPFeraturan Pemerir 

un 2014 tentang Administrasi 
a Republik Indonesia Tahun 
Lembaran Negara Republik 

ana telah diubah beberapa kali 
g Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
tah Pengganti Undang-Undang 

2 



10. 

11, 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang| Cipta Kerja Menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Rgpublik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

Nomor 137, 

Nomor 4575); 

an Negara Republik Indonesia 

6 Tahun 2005 tentang Sistem 
(Lembaran Negara Republik 

6); sebagaimana telah diubah 
omor 65 Tahun 2010 tentang 
erintah Nomor 56 Tahun 2005 

010 Nomor 110, Tambahan 
esia Nomor 5155); 

1 Tahun 2010 tentang Standar 
-an Negara Republik Indonesia 
an Lembaran Negara Republik 

Tahun 2011 tentang Pinjaman 
epublik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lem! Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

Peraturan Pemerintah Nomor| 
Daerah {Lemjbaran Negara R 
Nomor 5, Tambahan Lembaj 

Nomor 5272); 

Peraturan FRemerintah No 

2 Tahun 2012 tentang Hibah 
publik Indonesia Tahun 2012 

Negara Republik Indonesia 

r 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan | Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Inclj nesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia I\f mor 5533); sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan PerHerintah Nomor 28 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peratu Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan ||Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Iq onesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran NLegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1); 



22. 

23. 

24, 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

12 Tahun 2019 tentang 
(Lembaran Negara Republik 

. Peraturan Pemerintah Nomor 15' Tahun 2019 tentang Perubahan 

1977 tentang Peraturan Gaji [Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43); 

Peraturan Menteri Dalam Negerji Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 |Nomor 1781); 

Kedelapan Belas atas Peratul% Pemerintah Nomor 7 Tahun 

| 

Peraturan Menteri Dalam Nege, i Nomor 84 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Pepnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 23 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

Peraturan enteri Keuangzlfl Nomor 211/PMK-07/2022 

tentang Perupahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 139/PMK.07/2019 ten: ang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, 
Dana Alokasi|Umum Dan Danaf Otonomi Khusus (Berita Negara 
Republik Indgnesia Tahun 2022|Nomor 1134); 

Peraturan enteri Keuang Nomor 212/PMK-07/2022 
tentang Indikator Tingkat erja Daerah dan ketentuan 
Umum Baglan Dana Alokl si Umum yang ditentukan 

penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor {L 35); 

Peraturan Daerah Kota Baubai Nomor 11 Tahun 2013 tentang 

Urusan Pemerintahan Wajib| dan Pilihan yang menjadi 
Kewenangan [Pemerintah Kota|Baubau (Lembaran Daerah Kota 
Baubau Tahun 2013 Nomor 1 1‘ 

Peraturan Dgerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau 
(Lembaran Daerah Kota Balibau Tahun 2016 Nomor 5); 
sebagaimana! telah diubah éengan Peraturan Daerah Kota 
Baubau Nomor 2 Tahun 2021 t}entang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Berangkat Daerah Kota Baubau 
(Lembaran Dderah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2); 

Peraturan Daerah Kota Baubayu Nomor 2 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah|{Lembaran Daerah Kota Baubau 
Tahun 2023 Nomor 2); 

Peraturan Daerah Kota Baubsfl Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Dafrah Kota Baubau Tahun 2023 
Nomor 4). 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

I KOTA TENTAI G PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN WALI KOTA BAUBr‘}U NOMOR 85 TAHUN 2023 
TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA D 

PERATURAN W/E. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota 
tentang Perubahan Penjabaran 
Anggaran 2023, diubah sebagai b 

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal |2 disisipkan dua 

llnggaran Pendap. 
rikut: 

1.B sehingga bebunyi sebagail berikut: 

(1) Perubahan kedua Penjal 

Pasal 1.A 

an Anggaran F 

Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan untul 

anggaran akibat: 

RAH TAHUN Al GGARAN 2023. 

Baubau Nomor 85 Tahun 2023 
zl;m dan Belanja Daerah Tahun 

Pasal yaitu Pasal 1.A dan Pasal 

ndapatan dan Belanja Daerah 

menjamin ketersediaan alokasi 

a. pelaksanaan kegiatan [dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang 

belum cukup tersedia dan/atau beluljr dianggarkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Bel: 

dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Wali 

2021 tentang tata cara pergeseran An 

Daerah; 

mendesak lainnya di 

mengubah Peraturan 

Anggaran Pendapatan 

Lampiran Peraturan 

tentang Pedoman P 

ja Daerah Tahun 

. penyesuaian pelaksanaan kegiatan dal 

Kepala Daerah 

Menteri Dalam 

Daerah Tahun Anggaran 2023,; 

c. kewajiban lainnya y 

undangan. 

(2) Pelaksanaan kegiatan mendesak sebagai 

huruf a mencakup: 

ang diamanatk 

rima oleh Pemerri 

Peraturan Daerah tentang Anggaran 

penganggaran program dan kegiatan 

Py 

dan Belanja Daer 

enyusunan Angg 

Anggaran 2023 sesuai ketentuan 

[Kota Baubau Nomor 24 Tahun 

garan Pendapatan dan Belanja 

keadaan darurat dan/atau 

tah Daerah setelah penetapan 

ndapatan dan Belanja Daerah, 

dimaksud dilakukan dengan 

entang Perubahan Penjabaran 

sesuai ketentuan butir L.LF.1.f 

egeri Nomor 84 Tahun 2022 

an Pendapatan dan Belanja 

n oleh peraturan perundang- 

nana dimaksud pada ayat (1) 

a) kebutuhan daerah dalam rangka Pelgyanan Dasar masyarakat yang 

anggarannya belum 

b) belanja Daerah yang 

c¢) pengeluaran Daerah 

ersedia dalam 

bersifat mengikat 

yang berada di 

dan tidak dapat diprediksikan sebel 

perundang-undangan 

d) keperluan mendesak 

kerugian yang leb 

masyarakat. 

(3) Pendanaan ketersediaan 

(1) yang belum cukup te: 

anggaran berjalan dapat 1 

1; dan/atau 

ith besar bagi 

rsedia dan/atau 

nenggunakan: 

n anggaran berjalan; 

an belanja yang bersifat wajib; 

har kendali Pemerintah Daerah 

mnya, serta amanat peraturan 

lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

Pemerintah Daerah dan/atau 

okasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

belum dianggarkan dalam tahun 



a. dana dari hasil penyesuaian ulang cap: 

kegiatan yang sama dalam tahun an; 

b. memanfaatkan anggaran kas yang tersed 

ian target kinerja program dan 

berjalan;dan/atau 

Pasal 1 B 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagai berikut: 

ahun Anggaran 2023 adalah 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Pendapatan Transfer 
c. Lain-lain Pendapatan [Daerah yang 

Sah 

119.993.283.279,00 
811.965.632.797,00 
13.780.863.295,00 

Jumlah Pendapatan 945,739.779.371,00 

2. Belanja 
a. Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan/ Jasa 
3) Belanja Bunga 
4) Belanja Subsidi 
5) Belanja Hibah 
6) Belanja Bantuan Sosial 
7) Belanja Bantuan Keuangan 

D 439.192.987.420,00 
D 291.216.503.017,00 
p. 9.803.532.109,00 
D. 0,00 
p. 50.103.391.440,00 
D. 726.006.500,00 
. 0,00 

Jumlah [Belanja Operasi Rp. 791.042.420.486,00 

b. Belanja Modal 
1) Belanja Tanah 
2) Belanja Peralatan dan Mesin 
3) Belanja Bangunan [Dan Gedung 
4) Belanja Jalan, Jaringan dan 

D. 2.405.331.814,00 
p. 55.709.681.849,00 
D. 63.452.873.107,00 

Irigasi p. 88.394.989.844,00 
5) Belanja Aset Lainnya p. 8.238.155.650,00 
6) Belanja Modal Asetj Lainnya P 50.000.000,00 

Jumlah Belanja Modal Rp. 218.251.032.264,00 

c. Belanja Tidak Terdugd D. 1.470.868.461,00 

Jumlah Belanja p. 1.010.764.321.211,00 

Surplus/ (Defisit} p. (65.024.541.840,00) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 120.133.542.332, 

Rp. | 55.109.000.49: 

Pembiayaan Netto 65.024.541.840,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran T: 
Berkenaan: Rp. 0.00 



2. Ketentuan Lampiran 1, diuhah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 
dari Peraturan Wali Kota ini; 

tercantum dalam Lampiran 
dari Peraturan Wali Kota ini. 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
dalam Berita Daeral Kota ini, dengan penempatannya 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, 7 Desember 2 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA 

SAIDO BONSAI 

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU| 

Ketentuan Lampiran II, diubah sehmgga LamI 

dan merupakan 

1 dan merupakan 

Pasal II 

023 

BAUBAU, 

bagian yang tidak terpisahkan 
i 

piran II berbunyi sebagaimana 
‘bagian yang tidak terpisahkan 

diundangkan. 

pengundangan Peraturan Wali 

Kota Baubau. 

itetapkan di Baubau 

PARAF KOORDINAS! - 1. o INSTANSY UNIT KERJA | PARAF . 

1 SeEDA .T¢ 
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k4 gppead ' 

2 
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TAHUN 2023 NO! OR .[0). 


